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BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU
NOMOR )2 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJIA DAFRAH
KABUPATEN KUBU RAYA TATIUN ANGGARAN 20106

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA.

bahwa  berdasarkan  ketentuan Pasal 311 avat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemernntahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Fahun 2015, menyatakan bahwa Kepala Daerah wapb mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yvang ditentukan oleh
tentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama:

X

Lohwa Perziuran Daerah tentang Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) vang diajukan
«obavaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pernvujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
16 vang dyabarkan ke dalam kebjjakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran vang telah
disepakatt bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tangeal 30 November 2015

FREERS

bl berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huraf b. perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeraly Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran
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Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Indang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jowab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Rava di Provins: Kalimantan

Barat (Lembaran Necara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Newara Republik
Indonesia Nomor 4751);

Undaneg-Undang mor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
< = = ._ =

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Negara Republik
5234):

(Lembaran
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):
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b Peraturan Menternt Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
}

sthagammana telah diubah beberapa kali terakhiv dengan Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 21 Tahun

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2011

“ )

L3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20106;

I+ Peratorm Daerah Kabupaten Kubu Rava Nomor 14 Tahun 2009 rentang Susunan Organisasi Perangkat
Dacrah Rabupaten Kubu Rava (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Rava Tahun 2009 Nomor 14) Sebagaimana

telab dinboh dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Rava Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Dacrah Kabupaten Kubu Rava Nomor 14 Tahun 2009 rentang Susunan Organisasi Perangkat
Dacrah Kabupaten Kubu Rava (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Rava Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Kubu Rayva Nomor 315:

15 Peratwran Dacrah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

can PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2016.

Dipindai dengan CamScanner
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah im vang dimaksud dengan:
I Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Ravya.

Pemeritah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan
vang menjadi kewenangannva
- Pendapatan adalah hak pemerintah dacrah vang diaku sebagai penambah nilai kekavaan bersih.
o Belanja adalah kewapiban pemerintah dacrah vaone diakur sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
o Pembiavaan adalah semua penerimaan v

10 perhu dibavar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada
tahun anggaran vang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Angearan Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a Pendapatan Rp. 1.490.761.790.629.61
b.  Belanja Rp. 1.548 844.390.399.,61

Surplus/(Defisit) Rp. ( 58.082.599.770.00)
c Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan Rp. 66.707.599.770,00

2. Pengeluaran

Rp. 3.0625.000.000,00

Pembiayaan neto Rp. 58.082.599.770,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00
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4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan ash daerah;

L. Dana permmbangan:

¢. Lain-laimn pendapatan daerah vang sah.

Rp. 132.323.164.813,71
Rp.1.208.962.825.500,00

Rp. 149.475.800.315,90

Pendapatan ash daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurut a terdiri dari jenis pendapatan:

yusi daerah:

151l peneel

d Lawm-laimm pendapatan ash daerah yang sah.

an kekavaan daerah vang dipisahkan;

Rp.  87.781.508.500,00
Rp. 7.565.488.000,00
Rp. 2.750.000.000.00

Rp. 34.226.168.313,71

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagl hasil;
b. Dana alokasi umum;

c. Dana alokas: khusus.

Rp. 50.421.469.500,00
Rp. 787.062.196.000,00

Rp. 371.479.160.000,00

Lamn-lam pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah:

b. Dana Darurat:

¢ Dana Bagr Hasil Pajak;

d. Dana penvesuaian dan otonomi khusus;

Rp. 700.000.000.00
Rp. 0.00
Rp.  66.564.316.315,90

Rp. 0,00
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Jantuan keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya; Rp. 0,00
{. Lam-lain Pendapatan Daerah vang sah; Rp. 5.000.000.000.00
<. Dana Desa. Rp. 77.211.434.000.00

Pasal 4
Belanja Daerah sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 2 hurut b terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsunge: Rp. 829.131.022.260.00
bh. Belanja Langsung,. Rp. 719.713.368.139.01
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurut a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai; Rp. 666.471.709.995.00

b. Belanja bunga: Rp. 0,00
¢. Belanja subsidi; Rp. 0,00
d. Belanja hibah; Rp. 8.344.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial; Rp. 1.500.000.000.00
f. Belanja bagi hasil; Rp. 0,00
¢. Belanja bantuan keuangan; Rp. 144.772.114.200.00

h. Belanja tidak terduga. Rp. 8.043.193.065.00
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13 Belanga Langsunge scl

rimana dimaksud pada avat (1) hurutf b terdiri dari jenis belanja:
A Belanpa pegawati; Rp. 54.318.0693.350,00

b Belanja barang dan jasa; . Rp. 241.832.523.818,01

<. Belanja m Rp. 423.562.150.971,00
Pasal 5
(1 Pembiavaan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurul ¢ terdiri dari:
- Penerimann sejumilah: Rp. 66.707.599.770.00
b Pengeluaran sejumlah. Rp. 8.625.000.000,00

() Pencrnmann sehbacanmana dimaksud pada avat (1) huruf a terdiri dart jenis pembiavaan:

. SIEPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah; Rp. 66.707.599.770,00
b. Pencanran dana cadangan sejumlah; Rp. 0,00
¢ Hasil penjualan kekavaan daerah yang dipisahkan sejumlah; Rp. 0,00
d. Penernimaan pinjaman daerah sejumlah; Rp. 0,00
¢ Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah: Rp. 0,00
t. Pe

rimaan piutang daerah sejumlah. Rp. 0,00

(31 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiavaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah; Rp. 0,00
b Penyvertaan modal (investasi) Pemerintah Dacrah scjumlah: Rp. 8.375.000.000,00

c. Pembavaran pokok utang sejumlah. Rp. 250.000.000,00
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Pasal 6

Uratan lebih lanjut Anggaran P

O

endapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam

Lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
1 Lampiran 1 isan APRD:
2 Lampiran 11 Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran 11 Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Prograimn dan Kegiatan;
! Lampiran 1V Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;:
s Lampiran V Rekapitalasy Belanja Daerah untuk  Keselarasan dan  Keterpaduan Urusan  Pemerintahan Daerah  dan
Fungst dalam Kerangka Penaelolaan Keuangan Negara:
6 Lampiran VI Dattar Jumlah Pegawar Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII Dattar Piutany, Daerali:
S Lampuran VIII  Dattar Penvertaan Modal (Investasi) Daerah;
9

Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10, Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11, Lampiran XI.1

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;

12, Lampiran X1.2  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;

13. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Dacrah:

14, Lampiran XIII ~ Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
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Pasal 7

- Belanja Dacrah sebagarl landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan

Pasal 8

i nular berlaku pada tanggal diundangkan.

chap orang mengetahumnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

..“_ [N

abupaten Kubu Rava

Diundznalan i Sunssi Raya
Padat- 2y Desimber 2015
PR SEKRETARIS DAERLH KAG J RATA

Ora
LEMBARAN G+

TAHUN_..2007 | xoson 12

wevsenfas UL

~

114 2017

Ditetapkan di Sungai Raya

pada tangeal 29 Desember 2015

BUPATI KUBU RAYA,

2

—

—

RUSMAN ALI
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